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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Indonesia adalah negara demokratis yang menunjukkan efektivitas 

demokrasinya melalui pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan perwujudan dari 

otoritas rakyat, memberikan dinamika kekuasaan yang berasal dari dan mewakili 

rakyat.1 Pemilihan umum adalah pemilihan yang memilih presiden dan wakil 

presiden berikutnya.2 Veri Junaidi menyatakan bahwa pemilihan umum adalah 

komponen integral dari demokrasi yang memungkinkan kandidat tertentu untuk 

menduduki jabatan politik.   

 Panitia penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk melaksanakan 

pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.3 Tindak pidana 

pemilu masih sering terjadi di Indonesia selama pelaksanaan dan penyelenggaraan 

pemilihan umum yang dapat menghambat proses pelaksanaan penyelenggaraan 

pemilihan umum dan bahkan dapat berdampak negatif yaitu  merugikan orang lain.4  

                                                      
 1 Mahkamah Konstitu isi “Pe imilui, Ce irmin Ke idauilatan Rakyat”, 

https://www.mkri.id/inde ix.php?page i=we ib.Be irita&id=16069  diakse is pada tanggal 16 Se ipte imbe ir 2023 

 2 Muihamad E Irwin, Pe indidikan Ke iwargane igaraan Reipuiblik Indoneisia, ce it 2  (Bandu ing: PT 

Rafika Aditama, 2012), hlm. 141 

 3 Indone isia, U Indang-UIndang 1945 

 4 Badan Peingawas Pe imilihan U Imuim “380 Pidana Pe imilui 2019 suidah Incracht” 

https://bawaslui.go.id/id/be irita/380-pidana-pe imilui-2019-inkracht-de iwi-te irima-kasih-ke ipolisian-dan-

ke ijaksaan diakse is pada tanggal 19 se ipteimbe ir 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16069
https://bawaslu.go.id/id/berita/380-pidana-pemilu-2019-inkracht-dewi-terima-kasih-kepolisian-dan-kejaksaan
https://bawaslu.go.id/id/berita/380-pidana-pemilu-2019-inkracht-dewi-terima-kasih-kepolisian-dan-kejaksaan
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  Topo Santoso berpandangan bahwa perbuatan kejahatan pemilu ini mencakup segala 

tindak pidana atau perbuatan  yang berkaitan dengan pemilu yang  diatur dalam undang-undang 

partai politik dan undang-undang pemilihan umum.5 

  Pengurangan, pembatasan, serta penghilangan hak pilih ini merupakan salah satu dari 

kejahatan dalam pemilu  yang seringkali menjadi bahan perdebatan. Sebab, penghapusan dan 

penghilangan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan  kejahatan yang dilarang 

oleh hukum.6 Tindakan kriminal dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal jika 

seseorang gagal melaksanakan komitmen dan tugasnya, yang mengakibatkan kesalahan fatal, 

karena kelalaian atau ketidak peduliannya terhadap perilaku yang benar. 

 Contoh dari perbuatan atau tindakan pidana penghilangan hak pilih yang dapat dijatuhi 

pidana yakni sebagai berikut : 

1. Panitia tidak teratur dalam memberikan lembar isian C6 sehingga orang-orang yang tidak 

terdaftar dalam DPT dapat menerima C6 dari panitia pemungutan suara; 7 

2. Panitia yang bertugas dalam pemungutan suara tidak memberikan undangan nyoblos atau 

formulir C6 kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menerima undangan nyoblos 

atau formulir C6 dari panitia pemungutan suara.; 

3. Tidak adanya suatu kepastian mengenai jumlah surat suara masyarakat, apakah total 

seluruhnya dari surat suara yang dibagikan sesuai dengan daftar pemilih tetap, sehingga 

mengurangi hasil seluruh dari  surat suara  dan menghalangi sebagian masyarakat 

                                                      
 5 Topo Santoso, Tindak Pidana Pe imilu i, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 3 

 6 Mahkamah Konstitu isi, “Hak Me imilih adalah Hak Asasi Warga Ne igara”, 

https://www.mkri.id/inde ix.php?page i=we ib.Be irita&id=9724  diakse is pada 19 Se ipteimbe ir 2023 

 7 Nanda Dwi Handoyo, “Analisis Hu ikuim Tindak Pidana Me inghilangkan Hak Orang Me imilih dalam 

Peimilihan U Imu im”, (Skripsi U Inive irsitas Bosowa, Makassar, 2020), hlm. 55, 

https://re ipository.uinibos.ac.id/xmlu ii/bitstre iam/handle i/123456789/4715/2020%20NANDA%20DWI%20HANDOY

O%204516060188.pdf?se iquie ince i=1&isAllowe id=y  diakse is pada tanggal 16 Se ipte imbe ir 2023 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724
https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4715/2020%20NANDA%20DWI%20HANDOYO%204516060188.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4715/2020%20NANDA%20DWI%20HANDOYO%204516060188.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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memanfaatkan hak untuk memilihnya.8 

  Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

mengatur tentang tindak pidana merampas atau menghilangkan hak pilih seseorang. Pasal 

tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih 

orang lain akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling 

banyak Rp. 24.000.000,00. Pasal 510 ini saling berkaitan dengan Pasal 554 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa tindak pidana 

yang diuraikan dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 553 ditambah dengan sepertiga, selain 

itu, jika dilakukan secara bersamaan, Pasal 55 Ayat 1 KUHP juga dapat diterapkan terhadap 

orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana 

tersebut. Peraturan pemilu dibuat untuk menjamin sistem konstitusional yang stabil, 

pemungutan suara yang adil dan jujur, dan pemilihan pemimpin pemerintahan yang efisien 

dan berhasil sesuai dengan keinginan rakyat, selain itu, undang-undang ini memiliki 

kapasitas untuk menghukum mereka yang terlibat dalam pelanggaran pemilu atau kegiatan 

kriminal.9 Dalam kasus pelanggaran atau tindak pidana pemilu, untuk meyakinkan Hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana, maka diperlukannya alat bukti yang kuat agar 

pelanggaran dan tindak pidana pemilu dapat diselesaikan secara menyeluruh. 

 

 

 

 

 

                                                      
 8 Peingadilan Ne ige iri Pale imbang, Puituisan No. 1071/Pid.B/2019/PN Plg, hlm 26 

 9 Indone isia, UIndang-UIndang Pe imilihan U Imu im, UIUI No. 7 Tahuin 2017, LN. No. 182, TLN No. 6109, Ps. 4 



 

4 

 

1.1. Tabel Data Putusan Penghilangan Hak Pilih Tahun 2019  

 

 

 

   

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung, 2019 

  Gambaran peristiwa masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak untuk memilih 

mereka yang diputuskan oleh ‘‘putusan nomor 1071/Pid.B/2019/PN Plg,”10 Kejadian ini 

terjadi pada 17 April tahun 2019 dan terkait dengan koordinasi pemilihan umum secara 

nasional. Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang melakukan 

tindak pidana pemilu pencabutan hak pilih atau penghilangan hak pilih, para tertuduh adalah 

Eftiyani, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum, Yetty Oktarina, 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Abdul Malik, yang juga Komisioner Komisi 

Pemilihan Umum, serta Alex Barzili dan Syafruddin Adam.         Panitia Pengawas di 

Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang menemui tantangan saat mengawasi pelaksanaan 

Pemilu Serentak di sejumlah TPS di wilayah tersebut pada hari Rabu, 17 April 2019, yang 

dimulai sekitar pukul 07.00 WIB, selama periode tersebut, Kelompok Panitia Pemungutan 

                                                      
 10 Peingadilan Ne ige iri Pale imbang, Puituisan No. 1071/Pid.B/2019/PN Plg, hlm 22 

No. Nomor Putusan 

Nama 

Terdakwa 

Jenis Tindak 

Pidana  

Pengadilan 

Negeri 

1. 
Putusan Nomor 

1071/Pid.B/2019/Pn.Plg 

 

 

Eftiyani, 

Alex Berzili, 

Yetty 

Oktarina, 

Abdul Malik, 

Syafruddin 

Adam 

Kurangnya 

suara dan 

pemungutan 

suara lebih 

lanjut 

 

Pengadilan 

Negeri 

Palembang 

2 

Putusan Nomor 

973/Pid.Sus/2019/Pn. 

Mks 

Selang 

Stanius 

Memberikan 

C6 kepada 

wrga yang 

tidak terdaftar 

dalam DPT 

Pengadilan 

Negeri 

Makassar 
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Suara (KPPS) mendokumentasikan permasalahan yang terjadi di banyak TPS di wilayah 

Kecamatan Ilir Timur II, untuk memastikan jumlah surat suara dan melakukan perbandingan 

dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPPS membuka segel kotak suara yang sebelumnya 

telah disegel oleh KPU Kota Palembang, jumlah keseluruhan surat suara yang dapat diakses 

tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang masuk dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT), khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.11 

 Menurut Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim, KPPS yang hadir di TPS 019 di 

Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Kotak suara dibuka dan suara 

dihitung sebelum pemungutan suara dimulai. Jumlah total surat suara pilpres di TPS 019  

seharusnya sebanyak 283, namun setelah dihitung, hanya ditemukan 181 surat suara, setelah 

kejadian tersebut, Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim mengisi formulir Model C2 KPU yang 

digunakan untuk mendokumentasikan keberatan atau mencatat kejadian khusus terkait 

pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019. Selanjutnya, ia menyampaikan secara 

lisan kepada PPK atas kekurangan surat suara tersebut. Menurut Saksi H. Syarifuddin, 

kekurangan surat suara akan segera diusulkan. Prosedur pemungutan suara untuk 33 warga 

yang terdaftar dan hadir dihentikan pada pukul 13.00 WIB setelah mengalami penundaan 

yang cukup lama. Akibatnya, warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.12 

 Di beberapa kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II, Panwascam menemukan bahwa 

sekitar 70 (tujuh puluh) TPS kekurangan surat suara, sehingga warga meminta penghentian 

pemungutan suara atau pemilihan suara lanjutan. Keinginan ini disampaikan oleh KPPS 

kepada PPS, yang kemudian diteruskan kepada PPK dan PPK meneruskan keinginan 

tersebut kepada Komisioner KPU Kota Palembang. Menurut PPK, Komisioner KPU Kota 

                                                      
 11 Ibid, hlm. 23 

 12 Ibid, hlm, 24 
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Palembang merekomendasikan agar pemungutan suara tetap dilaksanakan, setelah itu, 

petunjuk tersebut disampaikan kepada KPPS 

 Surat suara yang telah dikirimkan ke TPS tersebut belum dipastikan oleh  KPU Kota 

Palembang apakah surat suara warga sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang 

telah dikirimkan kepada TPS, sehingga mengakibatkan kekurangan surat suara di TPS.13 

  Berdasarkan keputusan tersebut, Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghilangan hak 

pilih, sesuai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, dan dihukum pidana percobaan 6 (enam) bulan dan 

pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (10 Juta Rupiah) serta subsidair 1 (satu) bulan 

penjara.14  

  Dalam proses pembuktian tindak pidana pemilu penghilangan hak pilih, 

terdapat beberapa masalah yang salah satunya adalah mengumpulkan 30 orang saksi 

yang akan dimintai keterangan, dan setiap saksi menghabiskan banyak waktu di 

persidangan, selain itu, ada kesulitan dalam menemukan dan mendapatkan barang bukti 

yang tepat, dan Majelis Hakim hanya memiliki waktu tujuh hari untuk memutus perkara 

sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Hal ini mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembuktian dan penjatuhan 

sanksi pidana terhadap para Terdakwa.15  

  Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas penelitian 

penulisan skripsi ini yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat 

                                                      
 13 Ibid, hlm. 25 

 14 Ibid, hlm 171 

 15 Ibid, hlm.32 
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yang Menghilangkan Hak Pilih Masyarakat Ditinjau dari Teori Tujuan 

Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg)” 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi di atas, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

 1. Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan dalam Putusan 

Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg? 

 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih 

masyarakat dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg ditinjau dari teori tujuan 

pemidanaan? 

C. Tujuan Penelitian  

  Tujuan penelitian skripsi ini diperlukannya tujuan yang jelas, oleh karena itu 

berdasarkan dari rumusan masalah di atas adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang 

dibuktikan dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang 

menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Putusan Nomor 

1071/Pid.B/2019/PN.Plg ditinjau dari teori tujuan pemidanaan 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan 

ilmu hukum yang secara khususnya mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap 

Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan literatur 

kepustakaan hukum pidana tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat 

yang menghilangkan hak pilih masyarakat. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

untuk masyarakat tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang 

menghilangkan hak pilih masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan gambaran untuk 

para penegak hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang 

menghilangkan hak pilih masyarakat sehingga mempermudah 

mengimplementasikan dalam persidangan peradilan pidana. 

E. Ruang Lingkup 

  Ruang lingkup penelitian  akan mencontohkan mengenai keterbatasan pada saat 

meneliti, merangkum masalah-masalah yang dihadapi, dan memungkinkan Anda 

menetapkan batasan pembahasan penelitian untuk meningkatkan kejelasan dan 

menghindari diskusi yang berlebihan dan menyimpang.16 Penelitian penulisan skripsi ini 

terdapat dua ruang yakni: satu adalah pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang 

telah dibuktikan pada persidangan berdasarkan dari Putusan Nomor 

                                                      
 16 Bambang Suinggono, Me itode i Pe ine ilitian Huiku im, (Jakarta: Raja Grafindo Pe irsada,2011), hlm. 111 
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1071/Pid.B/2019/Pn.Plg, dan yang lainnya adalah pada Putusan Nomor 

1071/Pid.B/2019/Pn.Plg, teori tujuan pemidanaan ditinjau untuk menentukan sanksi 

pidana yang dikenakan terhadap pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat.  

F. Kerangka Teori 

1. Teori Tujuan Pemidanaan 

  Tujuan  pemidanaan adalah untuk menghukum pelakunya sendiri, dan tujuan 

ini memunculkan tiga teori, yaitu: 

a. Teori Absolut atau Pembalasan (Vergeldins Theorieen) 

 Teori absolut biasa dikenal dengan sebagai teori retribusi, yang mengacu 

pada bagaimana negara membalas pelanggaran pidana. Dalam teori KUHP 

dijadikan sebagai landasan utama ketika penjatuhan sanksi pidana terhadap 

tedakwa.17 Muladi menyatakan mengenai teori absolut bahwa pemidanaan itu 

merupakan suatu sistem pembalasan akibat dari perbuatan yang memicu 

pelanggaran terjadi.18 

b. Teori Tujuan atau Relatif (Doel Theorieen) 

 Teori tujuan menyatakan tujuan hukum pidana adalah mencegah orang 

melakukan kejahatan yang merugikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, 

yang dapat membantu mengurangi kejahatan,19 Menurut pendekatan ini, pidana 

tidak dijatuhkan karena quia peccatum est yang berarti seseorang yang 

melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana, lebih tepatnya dikarenakan 

                                                      
 17 Chairuil Huida, Tinjau ian Kritis Te irhadap Te iori Pe imisahan Tindak Pidana dan Pe irtangguingjawaban 

Pidana, (Jakarta: Keincana Pre inada Me idia, 2006), hlm. 129. 

 18 Zainal Abidin Farid, Hu iku im Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), hlm. 11 

 19 Muiladi dan Barda Nawawi Arie if, Pe imidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan RU IUI KUIHP, 

(Banduing: E ILSAM, 2005), hlm. 121 
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ne peccatum yang berarti agar mencegah mengulangi kejahatan yang sama. 

c. Teori Gabungan (Verenigings Theorieen) 

 Teori ini merupakan perpaduan antara teori balas dendam dan teori tujuan. 

Sanksi pidana dijatuhkan sebagai balasan atas perbuatan yang  dilakukan oleh 

terpidana dan membuat mereka merasa jera sehingga mereka tidak akan 

melakukan kejahatan lagi. Sanksi ini juga bertujuan untuk mendorong 

masyarakat untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan. Pidana yang 

bersifat pembalasan harus digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat 

aman dari kejahatan dan tata tertib hukum tetap terpelihara dengan baik.20 

2. Teori Pembuktian  

Secara terminologi, pembuktian dalam arti sempit adalah adalah suatu pernyataan kebenaran 

terhadap suatu peristiwa, lalu mendapat awalan "pem" dan "an" menjadi pembuktian yang mana 

sangat berguna dalam mencari kebenaran atas kejadian tindak pidana sehingga dari kejadian ini 

dapat menemukan kebenaran yang dapat diterima sesuai undang-undang.21 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mencantumkan pengertian pembuktian 

tetapi hanya mencantumkan mengenai peran pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP yang 

berbunyi "Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 

sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakuknnya". Alat bukti diatur dalam 

pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan 

keterangan Terdakwa. 

                                                      
 20 Chazawi dan Adami, Hu iku im Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pe irs, 2013), hlm. 157 

 21 Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian¸ (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019), hlm.2 
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 Dalam Kajian Teoritis, terdapat empat sistem teori pembuktian dalam hukum pidana, 

antara lain:  

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata  (Conviction in Time) 

 Sistem teori pembuktian ini beranggapan bahwa penilaian utama dalam menentukan 

kesalahan Terdakwa ialah keyakinan Hakim, biasanya keyakinan Hakim tidak harus 

memperhatikan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti sudah lengkap (minimal 2 alat bukti 

yang sah) kalau Hakim tidak yakin maka Hakim tidak bisa memberikan sanksi pidana kepada 

Terdakwa, dan sebaliknya walaupun alat bukti tidak terpenuhi tetapi Hakim yakin maka 

Terdakwa dapat dinyatakan secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana, 

dalam teori ini Hakim lebih memperhatikan subjek hukum nya.  

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis 

(Conviction in Raisome) 

   Sistem teori pembuktian ini juga berdasarkan  keyakinan Hakim akan tetapi teori 

pembuktian ini harus disertai dasar  pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi sehingga tidak 

perlu lagi alat bukti yang sah dan sistem teori pembuktian Conviction in Raisome harus 

didasarkan dengan alasan yang logis. Sistem teori pembuktian ini juga dapat disebut 

dengan  sistem pembuktian bebas. 22 

3. Sistem Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif Wettwlijkstheode) 

  Sistem teori pembuktian ini menjelaskan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap 

Terdakwa harus melihat dan memahami terlebih dahulu mengenai alat bukti yang sah yang 

sudah diatur dalam undang-undang. Sistem teori pembuktian ini tidak memperhatikan 

keyakinan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga apabila tidak didukung dengan 

adanya alat bukti yang sah, Terdakwa harus dibebaskan.  

4. Menurut Undang-Undang Negatif (Negatif Wettwlijkstheode) 

                                                      
 22 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung: Citra Aditya,2006), hlm. 56 
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   Sistem teori pembuktian ini menyatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana 

terhadap Terdakwa, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang sah dan juga disertai dengan 

keyakinan Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana. Kelebihan sistem teori pembuktian negatif ini ialah Hakim tidak hanya didasarkan 

oleh alat bukti yang sah tetapi juga didasarkan oleh keyakinan Hakim di dalam persidangan, 

akan tetapi keyakinan Hakim harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan. 

3.  Teori`Putusan Hakim  

 Putusan Hakim adalah dasar dari proses pengadilan karena merupakan hasil dari 

penyelesaian suatu perkara dengan dakwaan yang mencakup segala sesuatu yang telah 

terbukti di pengadilan dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua 

pihak yang terlibat. Dengan putusan ini, Hakim dapat menetapkan atau menentukan 

penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa.  

 Keputusan yang biasa Hakim buat dalam suatu kasus tertentu adalah sebagai 

berikut di bawah ini adalah :23 

a. Putusan bebas  

 Hakim memutuskan bahwa pemeriksaan persidangan tidak sah dan meyakinkan 

bahwa terdakwa bersalah atas pelanggaran yang didakwakan oleh penuntut umum; 

b. Putusan lepas dari segala tuntutan 

 Hakim mengatakan, meskipun tindakan terdakwa terbukti, namun hal tersebut 

bukanlah perbuatan melanggar atau tindak pidana. 

c. Putusan pemidanaan 

 Hakim mengatakan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang 

                                                      
 23 Lilik Muilyadi, Se irau it Wajah Pu ituisan Hakim dalam Hu iku im Acara Pidana Indone isia, (Bandu ing: PT Citra 

Aditya Bakti, 2014), hlm. 194 
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didakwakan kepadanya terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian 

normatif adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari bahan kepustakaan dan 

pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber seperti buku, peraturan 

perundang-undangan, pendapat ahli, dan lain-lain. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan atau approach dalam bahasa Inggris adalah bagian dari proses yang 

dilakukan seorang penulis dalam mendekati suatu subjek penelitian, metode 

penelitian, atau pendekatan  yang mereka gunakan dalam tulisannya: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dikenal sebagai 

Pendekatan Perundang-Undangan yang melibatkan pemahaman atau analisis 

setiap peraturan hukum dan masalah atau isu hukum yang tengah dibahas 

ataupun diteliti, dan menggunakan aturan hukum tersebut dimana sebagai 

sumber utama informasi yang dapat digunakan untuk penelitian penulisan 

skripsi ini.24 Penulis menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu sebagai landasan dalam 

menentukan bagaimana aparat penegak hukum harus menindak pejabat yang 

merampas hak untuk memilih orang lain. 

                                                      
 24 Johny Ibrahim, Te iori dan Me ite idologi Peineilitian Hu ikuim Normatif, (Malang: Bayui Me idia Puiblishing, 

2006), hlm. 57 
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b. Pendekatan Analitis (Analytical Approach) yakni memeriksa dokumen hukum 

agar dapat memahami istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan atau 

putusan Hakim.25 

3. Sumber Bahan Hukum 

Yang didapat dari penelitian ini yaitu sumber: 

a. Bahan Hukum Primer   

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

2. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109). 

3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 : Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 

4. Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

 Buku, doktrin, jurnal, dan karya tulis ilmiah atau akademis mengenai 

tindak pidana pemilu digunakan sebagai sumber hukum sekunder. 

c.  Bahan Hukum Tersier  

 Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan 

surat kabar untuk penjelasannya.26 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian  

 Dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data 

                                                      
 25 Willa Wahyuini, “Tiga jeinis Me itode ilogi uintuik Pe ine ilitian Skripsi Juiruisan Huikuim”, 

https://www.huikuimonline i.com/be irita/a/tiga-je inis-me itodologi-uintuik-pe ine ilitian-skripsi-juiruisan-huikuim-

lt6458eifc23524f/?pagei=2 diakse is pada tanggal 16 Se ipte imbe ir 2023 

 26 Peite ir Mahmuid Marzu iki, Pe ine ilitian Hu ikuim, (Jakarta: Ke incana, 2016), hlm. 181. 
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melalui: 

a. Studi Kepustakaan yakni, penulis mempelajari dan mengevaluasi keputusan yang 

dibuat oleh Hakim, serta literatur penelitian sehubungan dengan tindak pidana 

perampasan atau menghilangkan hak pilih orang lain; 

b. Dasar hukum memiliki kaitan langsung  terhadap topik pada penelitian; 

c. Pendekatan Analisis (Analytical Approach). 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif, yang 

berarti menjelaskan data-data dengan menyusun konsep dan pokok bahasan dengan 

disusun secara sistematis, lalu menarik kesimpulan tentang subjek penelitian sebagai 

jawaban dari subjek penelitian dalam penulisan skripsi tersebut.27 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini, penulis menggunakan metode 

induktif, yang berarti mereka memahami penelitian dengan mengaitkan hal-hal khusus 

dengan hal-hal umum.  28 

 

 

 

 

 

                                                      
 27 Abduilkadir Muihammad, Hu iku im dan Peine ilitian Hu ikuim, (Banduing: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127 

 28 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 33  
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